
 
 
  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SUKAMARA 

NOMOR  08 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SUKAMARA, 
 
Menimbang     :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Sukamara 
sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-
Undang dimaksud;   

 b.   bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; 

 c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. 

 
 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3041); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3686); 

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara  
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4180); 

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 



9. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

12. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001  Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar 
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);    

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04). 

  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

 

Dan 
 

BUPATI SUKAMARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH 

 
 

BAB  I  
KETENTUAN UMUM 

 
 
 



Pasal   1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati  beserta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan  daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Sukamara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Sukamara. 

7. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendapatan daerah. 
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik atau daerah dengan nama 
dan dalam bentuk upapun, Firma, kongsl, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi, organisasi sosial yang sejenis, lembaga bentuk 
usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

10. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan 
hotel. 

11. Hotel adalah bangunan  yang   khusus  disediakan  bagi orang   untuk  dapat menginap / 
istrahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 
termasuk bangunan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang 
sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

12. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk 
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya. 

13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. 
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, 
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan. 

21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 

 



22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

 

23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
 

24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
 

25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 
tanah. 
 

26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet. 
 

27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap 
haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 
 

28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, 
termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu. 
 

29. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau 
jangka waktu lain  yang   ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati. 
 

30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang 
oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau Pembayaran 
pajak, yang terutang menurut Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah. 

 

31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas 
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak. 
 

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan 
jumlah yang masih harus dibayar. 
 

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 
 

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah 
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak  seharusnya 
terutang. 
 

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat 
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 
 

37. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP  adalah besaran nilai/harga 
obyek pajak yang dipergunakn sebagai dasar pengenaan pajak. 
 

38. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP 
adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak 
dikenakan pajak. 
 

39. Surat tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
 

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. 
 

41. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 



42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun Pajak berakhir. 

43. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah tetapkan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah  dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

44. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

 
BAB  II 

JENIS PAJAK DAERAH 

Pasal 2 
 

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas: 
 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; dan 
i. Pajak Sarang Burung Walet. 

 
 

BAB  III 
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK 

 

Bagian Pertama 
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Hotel 

 
Pasal 3 

 
Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel 
dengan pembayaran. 
 

Pasal 4 
 
(1)  Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 

termasuk sewa ruangan di Hotel dan jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 
hiburan. 

 
(2) Termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 

a.  Motel; 
b.  Losmen; 
c.  Gubuk pariwisata; 
d.  Wisma pariwisata; 
e.  Pesanggrahan; 
f.  Rumah penginapan dan sejenisnya; 
g.  Rumah kos dan sejenisnya dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

 
(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, 

teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya 
yang disediakan atau dikelola Hotel. 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : 
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 


